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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan umum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
Tahun 1945). Hal ini menjukkan bahwa indonesia adalah negara Hukum,
Indonesia menerima hukum sebagai suatu ideologi untuk menciptakan
ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga
negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat
setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.' Hukum
bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan
karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal
dengan sebutan norma hukum,dimana hukum mengikat diri pada
masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum sendiri
sangat erat kaitannya dengan kejahatan sebagai salah satu aspek yang
terdapat dalam hukum terutama hukum pidana.

Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum merupakan tiang
utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari

! C.T.S Kansil.Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka,
Jakarta, 2018, h. 346.



suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-
peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara
hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya
berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar
sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas
dari segala bentuk kejahatan.?

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgen,
oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang hanya
dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari pengetahuan umum,
pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum
dan perilaku hukum.® Apabila masyarakat menginginkan kedamaian,
ketentraman, keadilan dan kesejahteraan maka syarat utamanya adalah
memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang
mendukung.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara
sendiri-sendiri artinya dalam pergaulan hidup manusia sangat tergantung
pada manusia lain yaitu hasrat untuk hidup berkelompok, berkumpul, dan

berdamping-dampingan serta saling mengadakan hubungan antar

> Mochtar KusumaAtmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,

Alumni, Bandung, 2012, h. 17.
* Ibid, h. 18.



sesamanya dalam masyarakat.* Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,
manusia harus bekerja sama dan mengadakan hubungan antara satu
dengan yang lainnya. Adakalanya dalam hubungan antar manusia
tersebut terdapat perbedaan-perbedaan kepentingan dan tujuan, sehingga
menimbulkan pertikaian-pertikaian antara manuia yang satu dengan
manusia lainnya dan bahkan antara kelompok manusia yang satu dengan
kelompok manusia lainnya.Keadaan seperti ini tentu saja dapat
mengganggu keserasian hidup bersama yaitu rasa nyaman, aman, dan
senantiasa harmonis dalam suatu masyarakat. Untuk itu dibutuhkan
seperangkat aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berfungsi
menciptakan dan menjaga hubungan-hubungan dalam masyarakat agar
selalu harmonis.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan di seluruh sendi
kehidupan, manusia dituntut mengembangkan dirinya untuk dapat
mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang
paling sempurna, masing-masing dianugerahi oleh Tuhan akal budi dan
nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan
yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan
sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya serta masing-masing
diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam rangka aktualisasi
diri. Dengan akal budi, nurani, dan bakat yang dimilikinya itu, maka

manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku,

* Abd Ar Rahman Bin Muhammed Ibn Mukadimah, ditelusuri melalui http:/
mww.muslimphilosopy.com/ik/ Mugaddimah/.htm diakses pada Senin 22 Agustus 2022,
pukul 10.%° Wib.



perbuatan, dan dalam hal apa mereka dapat merealisasikan bakat yang
mereka miliki tersebut.’

Kehidupan sehari-hari di zaman modern ini, banyak terlihat dampak
dari kemajuan zaman, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.
Dampak positifnya dapat terlihat dengan pesatnya kemajuan dalam dunia
teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan segala
kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung,
pesatnya perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini
dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang
timbul dalam kehidupan sehari-hari berupa kejahatan dan pelanggaran
hukum yang sudah dilakukan oleh semua kalangan, dan para kaum
remaja khususnya. pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan norma-
norma yang berlaku semakin mengalami peningkatan. Hal ini tampak dari
banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan di berbagai media,
baik media cetak maupun media elektronik. Maraknya pelanggaran
terhadap norma-norma hukum yang berlaku tersebut merupakan salah
satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat
belakangan ini.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam
setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini.
Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma- norma

yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis adalah semua

® Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada,
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perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan
yang disebutkan dalam KUHP.® Masalah kejahatan tidak lepas dari
kehidupan bermasyarakat dimana merupakan salah satu bagian dari
kehidupan manusia yang berlangsung terus-menerus. Kenyataan
menunjukkan bahwa hampir setiap hari dalam media massa, baik media
cetak maupun elektronik memuat berita tentang kejahatan.

kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat
kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini
dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan tindakan
yang merugikan dan bersentuh langsung dengan kehidupan manusia,
oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan
memberantas kejahatan yang dilakukan kendati kejahatan pembunuhan
yang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.

Berdasarkan sosiologi, kejahatan disebabkan karena kondisi-
kondisi dan proses-proses sosial yang sama,yang menghasilkan perilaku-
perilaku sosial lainnya. analisis terhadap kondisi dan proses-proses
tersebut menghasilkan dua Kesimpulan, yaitu terdapat hubungan antara
variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial
dimana kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan
berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial

dimana kejahatan tersebut terjadi.’

® Kartini Kartono, Patalogi Sosial Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2013, h.. 125.
’ Soerjono Soekanto, Op.Cit, h. 321



Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin
terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat
untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupuan hanya sebatas
pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status
sosial (taraf hidup). Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini
menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama. Namun
harapan itu tidak selamnya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara
pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang
menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindak pidana pencurian.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sangat
menganggu kenyamanan masyarakat sehingga perlu sebuah tindakan
konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan.
Faktor kemiskinan salah satu yang dominan yang mempengaruhi perilaku
pencurian dalam kenyataan di tengah masyarakat. Topo Santoso, Eva
Achjhani Zulfa menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan
dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk
memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”.®

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki
alasan yang berbeda-beda, termasuk alasan ekonomi/faktor ekonomi,
dengan faktor ekonomi dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan
apapun termasuk tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian

sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius

®Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2013, h. 1.



serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha
penanggulangan atau setidak-tidaknya pencegahan yang baik dari semua
pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasikan
agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana.

Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin
terpenuhi termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat
untuk memperoleh mempertahankan kehidupan maupun hanya sebatas
pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status
sosial. Kebutuhan sandang dan pangan dapat dipenuhi menjadi sebuah
hal yang legal dan menjadi sebuah ibadah dalam agama. Namun harapan
itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara
pemenuhan kebutuhan tersebut dengan malakukan tindak pidana.

Masalah ekonomi sebagai salah satu pendorong terjadinya
kejahatan, sering terjadi dimanapun, dikarenakan keadaan ekonomi yang
berkembang dalam suatu negara memberikan pengaruh yang sangat
besar terhadap pokok-pokok kehidupan seseorang. Plato memberikan
pandangan bahwa disetiap negara dimana didalamnya banyak terdapat
orang miskin, maka secara diam-diam akan banyak terdapat penjahat,
pelanggar agama, dan penjahat dari berbagai macam corak.®

Pencurian adalah “tindak pidana yang ditujukan terhadap harta
benda atau harta kekayaan seseorang”.*® Tindak pidana ini adalah jenis

tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan

°Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, Asas-asas Kriminologi, USU Pres, Medan,
2014, h. 25.
% esmil Anwar, Krimonologi, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 18.



masyarakat. Tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang
tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat
menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau
bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian.

Akhir-akhir ini berbagai bentuk pencurian semakin sering terjadi
dan sangat meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat seharihari.
Berbagai modus operandi dilakukan dalam aksi pencurian mulai dari
Hipnotis, menggunakan obat bius, bahkan pencurian secara bergerombol
menggunakan senjata api, yang membuat korban tidak mampu berkutik.
Pencurian yang dilakukan pun skalanya semakin besar dengan sasaran
pencurian yang tidak lagi terfokus kerumah-rumah di malam hari
melainkan justru dilakukan di siang hari di tempat keramaian seperti bank,
toko emas, pengadaian, swalayan, dengan hasil rampokan yang tidak
tanggung-tanggung jumlahnya. Hal tersebut menunjukkan bagaimana
seseorang begitu kreatif dalam melakukan kejahatan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mencuri
sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik
dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan
ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan
mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.*

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi

misalnya dilakukan atau disertai dengan adanya orang lain luka berat,

'sperjono Soekanto, Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi, Aksara,
Jakarta, 2016, h. 20.



kematian, pencurian itu dilakukan di malam hari, pencurian itu dilakukan
oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara
membongkar melumpuhkan, memanjat, menodong korban menggunakan
senjata api, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, dan lain-lain
dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian.

Hakikatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah
perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral
dan hukum serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa
dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional penyelenggaraan
pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan sangat
merugikan moral masyarakat.

Kasus tindak pidana dengan kekerasan contohnya seperti dalam
putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bnj dengan
terdakwa Surya Darma als Galung melakukan tindak pidana mengambil
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului,
disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap
orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan
melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang
yang diambil, jika perbutan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu.
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Perbuatan yang dilakukan oleh Surya Darma als Galung terjadi di
toko indomaret simpang Jalan Baru Megawati Jl. T.A.Hamzah Kel. Jati
karya Kec. Binjai. Terdakwa bersama Wahyu (DPO) mengendarai sepeda
motor honda vario warna hitam BK-6120-RAR mendatangi Toko
Indomaret sedangkan Wahyu menunggu di atas sepeda motor, setelah
terdakwa masuk ke dalam terdakwa mendatangi meja kasir yang sedang
dijaga oleh Herdinal Angga, kemudian terdakwa mengambil coklat, lalu
terdakwa langsung mengambil sebilah pisau belati langsung diarahkan ke
korban. Akibat perbuatan tersebut, maka terdakwa dipidana dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian
dengan judul tesis tentang : “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Di Minimarket
Indomaret (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor

24/Pid.B/2021/PN Bnj)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka
permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian disertai
dengan kekerasan di minimarket Indomaret ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian

dengan kekerasan di minimarket Indomaret ?
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Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan

Negeri Binjai Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bnj ?.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum tindak pidana
pencurian disertai dengan kekerasan di minimarket Indomaret
Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pelaku
tindak pidana pencurian dengan kekerasan di minimarket Indomaret.
Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum hakim
dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bn;.
Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi
perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Pidana
mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum
(polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta
konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak
yang terlibat dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana
pencurian dengan kekerasan
Kerangka Teori dan Konseptual
1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk

mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan
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kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan mambahas
masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-
pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut
diamati.*?

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan
adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta
mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan,
asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi
landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.
Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang
relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu
menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan
judul penelitian di atas adalah :

a. Teori pertanggungjawaban

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian
pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada
dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.
Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral
yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran
kesalahan dikenal dengan dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea
dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang

bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.*?

2 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada
Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.
¥ Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 13.
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Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga
dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus
kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah
seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu
tindakan pidana yang terjadi atau tidak.'*

Dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam
Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang,
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut,
apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan
pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang
dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka
hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada
kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh
sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan
sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah
dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau

kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau
kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.

2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik
dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.

% 1bid, h. 15.
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3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban
si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.™

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya
celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif
yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar
dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat
perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan
dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang
terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang
dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang
dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada
tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban
pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh
hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan
menolak suatu perbuatan tertentu.*®
b. Teori Pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan
hukum acara pidana (formeel strafrecht/strafprocessrecht) pada
khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk

menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh

" Ibid, h. 156
!® Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.
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hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam
bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan
putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan
dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari
hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan
dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan
itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori
pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1) Conviction-in Time.

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah
tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh
penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan
keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim
menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi
masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan
disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam
sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti
itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari
keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem
pembuktian conviction-in time adalah hakim dapat saja
menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata
atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang
cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling
menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa
alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan
terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud
kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini
memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit
diawasi.
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Conviction-Raisonee.

Sistem conviction-raisonee pun, keyakinan hakim tetap
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya
terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim
dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran
keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem
conviction-raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan
“alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-
putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan
(reasoning). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan
yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Hakim wajib
menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang
mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau
teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena
hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrijs
bewijstheorie).

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief
wettelijke stelsel).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-
alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk
membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata
digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya
syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang,
sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa
mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin
atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi
masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip
penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman
terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah
kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang
yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat
dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya
benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang
sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori
pembuktian formal (foemele bewijstheorie).

Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief
wettelijke stelsel).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif
merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-
undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut
keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur
objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya
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terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur
tersebut.?®

c. Teori Tujuan Pemidanaan

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang
didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-
alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian
kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Hakim dalam
menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang
tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana
dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang
menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan
pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori
tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan
pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana.
Ketiga teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori
retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi
pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu
manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap
perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk

mendapatkan respon positif atau negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial,

8 Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,
2014. h. 39
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maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa
penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu
bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela,
dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan
terhadap perbuatannya yang antisosial.

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel,
adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan
sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku
kejahatan menjadi lebih buruk.?® Menurut teori ini yang menjadi dasar
hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini
berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk
mengadakan pembalasan (vergelding) terhadap orang-orang yang
melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan
itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan pula
penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan
perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.®
Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh
tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah
melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari
dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat

kemasa depan.®

2 Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, Pemidanaan, Usu Press, Medan, 2011,
h. 31

% Marlina, Hukum Penitensier, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 41

¥ R. Wirjono Prodjokoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco,
Bandung, 1989, h. 23.
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Bagi penganut teori ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang
salah bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak
oleh kejahatan. Menurut Kant dalam Muladi, keseimbangan moral itu
dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan
perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan
menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan
terjadi bilamana seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan
atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai,
bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi.
Dalam hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak
tercapai.

Kant dalam bukunya Metapysische Anfangsgrunde der Rechtslehre
dan Hegel dalam bukunya Grundlinien der Philosophic des Rechts
sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan
pembalasan sebagai dasar pemidanaan. Kant melihat dalam pidana
sesuatu yang dinamakan imperatif katagoris, yang berarti: seseorang
harus dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah
sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari
keadilan. Hegel berpendapat bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana.
Menurut Hegel, pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan
hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri.*?

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan
untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang

mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi, pidana

%2 Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, Op.Cit., h. 32.
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secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena
itulah maka teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan
mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi
keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif (teori tujuan).

Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan
tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan
pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar
kejahatan itu tidak terulang lagi. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata
karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula
manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun
masyarakat.®* Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah
untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri
tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andreas, teori ini
dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of social
defence). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut
sebagai teori atau aliran reduktif (the reductive point of view) karena dasar
pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi
kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan
reducers (penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau

pengimbalanan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana,

% Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Di Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987, h. 34.
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tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu
teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar
pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.
Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat
kejahatan) melainkan ne peccaetur (supaya orang jangan melakukan
kejahatan).®*

Inilah Makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof
romawi: “‘“Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur’
(artinya, tidak seorang normalpun yang dipidana karena telah melakukan
suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana karena telah melakukan suatu
perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).*
Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan
pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar
orang jangan melakukan kejahatan.

3) Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif
yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan
pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat
yang diterapkan secara terpadu.sehubungan dengan masalah pidana
sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan
terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang

tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau

3 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. Refika
Aditama, Bandung, 2016, h. 25

® Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung, 2018, h. 16
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berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau
tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang
pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang
pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.®’

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut
dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan
kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan
mewujudkan ketertiban.*® Dalam teori gabungan (verinigning theorien)
dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu
pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi
dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena
menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif
dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.®

Keberatan teori gabungan (verinigning theorien) terhadap teori
absolut atau pembalasan (vergeldings theorien) adalah:

1) Dalam menentukan balasan sulit sekali menetapkan batasan-
batasannya atau sulit menentukan bertanya hukuman.

2) Apa dasar untuk memberi hak kepada negara untuk menjatuhkan
hukuman sebagai pembalasan.

3) Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

4) Singkatnya dalam teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak
memberi keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat, sedang
hukum pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat.*°

3" Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan

Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 19.

¥ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, Politik Hukum Pidana Terhadap
Kejahatan Korporasi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 98

% satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Balai Lekture Mahasiswa, Jakarta,
2012, h. 64.

“*Ibid., h. 65.
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Keberatan teori gabungan (verinigning theorien) terhadap teori
relatif atau tujuan adalah:

1) Dalam teori relatif hukum dipakai sebagai cara untuk mencegah
kejahatan yaitu, baik yang dimaksud untuk menakut-nakuti umum,
maupun yang ditujukan terhadap mereka yang melakukan
kejahatan.

2) Hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa perikeadilan,
apabila ternyata bahwa kejahatannya ringan.

3) Keberadaan hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan,
oleh karenanya hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada
tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.*
Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana

hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan.
Jadi pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pemidanaan tersebut
bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta
mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat
hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang
dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk
keperluan analitis.” Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada
hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit
dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun
demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan
abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan

dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

41 1o
Ibid.
"Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitan Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.
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Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan

sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan-
hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap
dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai-nilai akhir untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup.®

Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan
dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta
melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain
supaya melakukan perbuatan.*®

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu
aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu
diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),
sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang

menimbulkannya kejadian itu.?°

18Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h. 5.

“Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 27
?%Ipid., h. 59.
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4. Pencurian merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah
suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang
lain.?

5. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur yaitu pencurian
yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada
orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan
aksinya.??

6. PT Indomarco Prismatama (Indomaret) adalah jaringan retail waralaba
di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan
Salim Group. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang
menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari.

E. Asumsi

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran
sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau
suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Menurut Suharsimi Arikunto
bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran
yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.?® Berdasarkan dari
pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam

penelitian ini adalah :

21R.Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana
Indonesia, Eresco, Bandung, 2012, h.29.

?lsmu Gunadi, Hukum Pidana. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014,
h.48.

# Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ghalia
Indonesia, Bogor, 2016, h.65
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1. Pengaturan hukum tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan
di minimarket indomaret diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3
Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan
kekerasan adalah terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai dengan
pasal yang dikenakan para terdakwa.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai
Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bnj tidak ada alasan pembenar dan pemaaf,
sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan
meringankan.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di
perpustakaan diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Di
Minimarket Indomaret (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor
24/Pid.B/2021/PN Bnj)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan
perumusan masalah yang sama.

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan
yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas
masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan
pendekatan dan perumusan masalah.

Ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana

pencurian dengan kekerasan, yaitu :
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1. Tesis Prildan Kartasiswara. Nim : 181022120, mahasiswa Fakultas
Hukum Program Magister (S2) llmu Hukum Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2020, dengan judul
"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir”. Tesis ini
membahas tentang :

a. Bagaimanakah penegakan hukum pada tingkat penyidikan
terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di
wilayah hukum Polres Rokan Hilir ?

b. Apakah kendala dalam penegakan hukum pada tingkat penyidikan
terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di
wilayah hukum Polres Rokan Hilir?

2. Tesis Bagus Bima Sarwana. Nim : 30301509375, mahasiswa Program
Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang
Tahun 2019, dengan judul "Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Kepolisian
Resort Demak)”. Tesis ini membahas tentang :

a. Bagaimanakah peran kepolisian dalam menangani tindak pidana
pcncueisn dengan Kekerasan?

b. Apa yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam menangani
tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Demak?

3. Tesis Dwi Setiyani. Nim : 11114548, mahasiswa Fakultas Hukum

Program Magister (S2) Illmu Hukum Program Pasca Sarjana



28

Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2020, dengan judul "Tinjauan

Kriminologis Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan

Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2014-2016)".

Tesis ini membahas tentang :

a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan
kekerasan yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar?

b. Upaya apakah yang dilakukan oleh penegak hukum yang
berwenang dalam menanggulangi terjadinya pencurian dengan

kekerasan yang menggunakan senjata tajam di Kota Makassar?

G. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,”* maksudnya adalah
penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah,
menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana
pencurian dengan kekerasan yang dihubungkan dengan peraturan
perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini
merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari
suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.?

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-
peraturan yang berlaku mengenai tindak pidana pencurian serta meneliti

dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut

*Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,
2016, h. 8.
% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Op.Cit, h. 43.
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dalam hubungannya dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana

pencurian dengan kekerasan.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Kasus (Case Approach),?® dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu
yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

b. Pendekatan Konseptual (Copceptual Approach),?’ dilakukan dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu
hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan
sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum
dalam memecahkan isu yang dihadapiAlat Pengumpulan Data

3. Alat Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan
sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok
permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan

data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94
" Ibid, h. 95
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Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan
kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data
dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang
dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (library
research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data
dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan
sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok
permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan
data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil
penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tertier.?® Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah
data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang

sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian,

?8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Op.Cit, h. 39.
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sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

pemerintah.?

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian
dengan kekerasan.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya
dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan,
buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Putusan-putusan pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini
dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan
hasilkan nanti akan digeneralisasikan.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah
sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam
suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.®® Data sekunder yang
telah diperoleh kemudian disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis
dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, analsis data kualitatif
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

2 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandun%,2014,h.122.
° Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Op.Cit, h. 41.
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dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan
apa yang dapat diceritakan pada orang lain.®® Sehingga dapat
menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari
penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat
menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan

penelitian.

% Ibid, h. 42



BAB I

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
DENGAN KEKERASAN

A. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik,
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau
tindakan pidana.®

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu
pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan
sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi
terpeliharanya tertib hukum.®* Leden Marpaung meyebutkan strafbaarfeit
adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan
dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya
tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.3*

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu
tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat

%2 Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education,
Yogyakarta 2012, h. 20

®PpAF., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adytia Bakti,
Bandung,ZOO?,h.lSZ

* Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
2012, h. 8

33



34

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang
bertanggungjawab).®®> Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai
perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang
oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan
tersebut.®

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah
delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang.

3. Perbuatan itu dilakukan oleh  seseorang yang  dapat
dipertanggungjawabkan.*’

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang
melanggar hukum.*® Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah
strafbaar feit kadang juga menggunakan kata delict yang berasal dari
bahasa lain delictum. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui
penggunaan strafbaar feit.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak

pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah Strafbaar Feit.

® Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010,
h.96.

% Moelyatno, Asas Asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, 2008, h.16

%" Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 48

*Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesiaa, Jakarta, 2006, h.144.
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Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut
disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah het strafbare feit telah diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.

N

. Peristiwa pidana

3. Perbuatan pidana

B

Tindak pidana.®
Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-
undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan
tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya
sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan strafbaar feit (tindak pidana)
para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.
Menurut Simons merumuskan strafbaar feit adalah:
Suatu handeling (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan
pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum
(onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan schuld oleh seseorang
yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya
dalam dua golongan unsur yaitu:
1. Unsur-unsur  objektif yang berupa tindakan yang
dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan
bertanggung jawab.

Simon mendefinisikan strafbaar feit dengan suatu tindakan

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

% Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian |, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2010, h. 26

%M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press,
Medan, 2010, h. 8
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sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas
tindakannya.**

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu
merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa unsur-unsur strafbaar fit meliputi :

1. Suatu perbuatan

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman

3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung
jawabkan.*?

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang
digunakanpun sama vyaitu strafbaar feit. Namun dalam menterjemahkan
istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan.
Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatho dan Roeslan
Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk
menterjemahkan strafbaar feit. Sedangkan Utrecht menyalin istilah
strafbaar feit menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan
secara harfiah menjadi peristiwa pidana.** Meskipun terdapat banyak
perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada
strafbaar feit. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin
sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang

banyak digunakan yaitu delik.**

“Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum, Grafika,
Jakarta, 2001, h.4.

*“|pid.,

“Andi Hamzah, Op.Cit, h. 4.

“Ibid., h. 65.
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Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan strafbaar feit (tindak
pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya
ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat
dipidana’.*®

Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa strafbaar feit
adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh
Undang-Undang diancam dengan pidana.“®

Moeljatho menyebutkan bahwa:

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana
dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar
larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatho menyebutkan bahwa
menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini
adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan
masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat
akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang
dianggap baik dan adil. *’

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana
adalah:

Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan

dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan

lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan

penghukuman. la juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan

dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi

beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu peruatan manusia.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam
ketentuan umum.

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu
orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.

> M. Hamdan, Op.Cit, h. 8
“® Adami Chazawi.Op.Cit, h. 28.
*" Moeljatno. Op.Cit, , h. 54
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5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di
dalam Undang-Undang.*®

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan
yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila
dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan
itu diancam dengan hukuman.*® Tindak pidana itu juga terdiri dari dua
unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu
perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.

b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas
merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan
hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya
dapat dihukum.

c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan
ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan
itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-
undang.

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si
pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar
aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. *°

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan
tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana

4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.”*

8 M. Hamdan, Op.Cit, h. 9

“ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-
Komentarnya, Politea, Bogor, 2008, h. 26

% bid. h. 26

1 M. Hamdan. Op.Cit. h. 10



39

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana
adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan
pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat
menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat
melawan hukum dan merugikan  masyarakat belum tentu hal itu
merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau
aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya.
Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat
banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila
telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan
hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak,
haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku
(hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini,
tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur
dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa
kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak
pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga
orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-
perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah
perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari
bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah

lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.
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Tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat
baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan
masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus
ditindak secara seksama.

Kata pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me-
dan akhiran-an. Menurut WJS. Poerwardarminta: “Pencuri berasal dari
kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan
pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan
demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang
lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak
sah.”?

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana
adalah sebagai berikut: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah.”

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku Il
Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

2 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 2004, h. 217
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dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak
enam puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat
diketahui dalam KUHP BAB IX buku | tentang arti beberapa istilah yang
dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Di dalam
rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian
itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu
perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil’ barang orang lain.>
Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab
ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada
pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah
setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari
tindak pencurian adalah perbuatan mengambil ,barang yang keseluruhan
atau sebagian milik orang lain,secara melawan hukum,sedangkan unsur
subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

Jenis-jenis kejahatan pencurian diatur mulai dari Pasal 362 sampai
dengan Pasal 367 KUH. Pidana, yaitu :

1. Pencurian biasa, Pasal 362 KUH. Pidana

2. Pencurian berkualipikasi (pencurian dengan pemberatan), Pasal

363 KUH. Pidana.
3. Pencurian ringan, Pasal 364 KUH. Pidana

4. Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365
5. Pencurian dalam lingkungan keluarga, Pasal 367 KUH. Pidana.”*

°3 R.Wirjono Prodjodikoro. Op.Cit, h. 29
** Gerson W. Bawengan., Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek, Pradnya
Paramita, Jakarta, 2000, h.148-149.
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Pasal 362 KUHPidana merupakan pokok delik pencurian, sebab
semua unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara
tegas dan jelas, sedangkan pada Pasal-Pasal KUHPidana lainnya tidak
disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian akan tetapi cukup
disebutkan lagi nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur
pemberatan dan keringanan.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam
semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur
oleh semua negara termasuk Indonesia. Jenis tindak pidana pencurian
merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di
Indonesia, oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak
pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap
harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya
terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang
pengadilan.

Pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut :

1. Perbautan mengambil

2. Yang diambil harus sesuatu barang

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki

barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)
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Unsur yang pertama yaitu unsur mengambil, menurut Soesilo
mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu mencuri barang itu, barang
tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil
barang dan barang sudah berada dalam kekuasaannya maka kasus
tersebut bukanlah ke dalam pencurian tetapi penggelapan.®®

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila
barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja
barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan
mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Unsur mengambil ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan dengan
memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, hal ini
berarti membawa barang tersebut di bawah kekuasaan nyata atau barang
tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya. Mengambil saja belum
merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk
memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pengertian mengambil
dalam bahasa Indonesia lebih tepat jika dibandingkan dengan pengertian
menurut hukum atau Pasal 362 KUHPidana. Mengambil dalam pengertian
bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari adalah tindakan atau perbuatan
aktif memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu

penguasaan ke penguasaan yang lain mengambil barang tersebut,

*® R. Soesilo, Op.Cit, h..250
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sedangkan pengertian mengambil menurut rumusan hukum mencakup
pengertian luas, yakni baik yang termasuk dalam pengertian sehari-hari
atau bahasa Indonesia juga termasuk mengambil yang dilakukan dengan
jalur memindahkan, misalnya :
1. Seseorang mengalihkan strom listrik/aliran listrik.
2. Seseorang mengendarai sepeda motor orang lain dan tidak
mengembalikannya.>®

Menurut R. Sianturi yang dimaksud dengan pengambilan dalam

penerapan Pasal 362 KUHPidana:

Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam
penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada
pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan
penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka
penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan.®’

R. Sianturi juga mengatakan bahwa mengenai cara
mengambil/pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut, sebagai
garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat
lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga
berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut.

2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal
ini karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat
dipisahkan dari yang dipisahkan.

3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu
barang saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan
mengisyaratkan bahwa barang tersebut kepunyaannya atau
setidak-tidaknya orang menyangka demikian, dalam hal ini
barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.>®

*® Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, h. 101

*" R. Sianturi, Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya, Alumni, Jakarta, 2003, h.
592

*® Ibid, h.593
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Cara pengambilan ketiga tersebut di atas, si pelaku harus
menyadari atau menyangka bahwa barang tersebut adalah milik orang
lain sebagian atau seluruhnya, misalnya di sebuah pasar si A berdiri di
dekat jualan si B, karena suatu keperluan si B meninggalkan jualannya.
Setelah kepergian si B, si C datang dan membeli sesuatu barang dari si A
karena menyangka si A adalah pemiliknya.

Menurut Andi Hamzah bahwa jika orang mencuri dengan maksud
untuk memberikan kepada orang lain maka tetap merupakan delik
pencurian. Karena pada delik pencurian, pada saat pengambilan barang
yang dicuri itulah terjadinya delik, dikarenakan pada saat itulah barang
berada di bawah kekuasaan si pembuat.*

Unsur kedua yaitu yang diambil harus sesuatu barang, R. Soesilo
memberikan pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi
obyek pencurian, yaitu sesuatu barang adalah segala sesuatu yang
berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang,
baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula
daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan tetapi
dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai
rambut wanita (untuk kenangkenangan) tidak dengan izin wanita tersebut
adalah juga termasuk pencurian meskipun beberapa helai rambut tidak

ada harganya.®

% Andi Hamzah, Op.Cit, h. 101-102
% R. Soesilo,0p.Cit, h. 250
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R. Sianturi memberikan pengertian sesuatu barang yang dapat
menjadi objek pencurian yaitu yang dimaksud dengan sesuatu barang
dengan delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak
yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi, pengertian ini
memang wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit diterima
dengan akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil
sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak
mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu
bersifat melawan hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364
KUHPidana yang menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua ratus
lima puluh rupiah.®*

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa untuk menentukan
sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian terlebih dahulu harus
dilihat apakah barang itu berguna atau tidak. Dalam hal ini barang itu tidak
selalu diisyaratkan mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi cukup bila
barang itu mempunyai manfaat atau dihargai oleh pemiliknya.

Unsur yang ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain
sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan
orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri. Misalnya, A dan B
bersama-sama atau secara patungan membeli sebuah sepeda motor,

maka sepeda motor tersebut milik bersama A dan B. Akan tetapi jika A

®L R. Sianturi, Op.Cit, h. 593



47

mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan si B, dalam
kasus ini masuk pengertian unsur delik pencurian.

Melihat uraian di atas, maka syarat untuk dipenuhinya unsur dalam
Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah barang tersebut haruslah barang
milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Hal ini berarti atas barang
tersebut sekurang-kurangnya dimiliki 1 orang, 2 orang atau lebih.

Unsur yang keempat yaitu dengan maksud hendak memiliki. Unsur
ini merupakan unsur batin atau subyektif dari si pelaku. Unsur memiliki
adalah tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya.
Oleh karena itu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud
untuk memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362
KUHPidana.

Memiliki berarti merampas sesuatu barang dari kekuasaan
pemiliknya, agar barang tersebut ditempatkan dalam kekuasaannya
dengan bertindak sebagaimana halnya dengan pemiliknya. Pengertian
hendak memiliki menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah “menjelaskan
suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang
menurut kehendak sendiri”.®?

Menurut pedoman dan penggarisan Yurisprudensi Indonesia
(melalui Pustaka Mahkamah Agung RI), pengertian memiliki ialah
menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas

barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula R. Wirjono Prodjodikoro

®2 R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, h.17
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mengemukakan pendapatnya bahwa “pengertian memiliki adalah berbuat

sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan

perbuatan-perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum”.®®

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa pelaku atau pembuat harus sadar dan mengetahui bahwa barang-
barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dengan kata lain hendak
memiliki adalah terwujud dalam kehendak dengan tujuan utama dari si
pelaku adalah memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Unsur yang terakhir adalah unsur melawan hukum, pengertian
melawan hukum sering digunakan dalam undang-undang dengan istilah
perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai
dengan penjelasan di dalam KUHPidana, melawan hak diartikan bahwa
setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu
undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan unsur melawan hukum, Andi Zainal Abidin
Farid mengemukakan bahwa: “Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat
disini karena dihubungkan dengan sifat melawan hukumnya dan tidak
diantarai dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila
si pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang

lain, maka tidaklah termasuk pencurian”.®*

63 .
Ibid, h.18
® Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidanal, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 126
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Djoko Prakoso mengemukakan bahwa:

Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal
lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang
itu. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk
diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang
karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya itu jelek yaitu
barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya.
Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan
pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang.®

Menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan hukum
atau tidak, ada dua pendapat yang bisa dijadikan pedoman Djoko Prokoso
yaitu:

1. Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian
melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah
mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa
suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini
perbuatan melawan hukum.

2. Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan
yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat
melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-
undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan
dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah
melawan hukum.®®

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro diantara unsur memiliki barang
dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi.
Dikemukakannya sebagai berikut: “Sebenarnya antara unsur memiliki
barang dengan unsur melawan hukum ada kontradiksi, sebab memiliki
barang-barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik dan untuk

menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik

barang adalah pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin

® Djoko Prakoso, Hukum Penitensier Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2008, h.
103
% Ibid, h.118
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orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau
hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.®’

Berdasarkan berbagai uraian di atas, telah nampak perbedaan
dikalangan para ahli hukum mengenai pengertian unsur-unsur yang
terkandung dalam KUHPidana. Akan tetapi pada dasarnya mereka
mempunyai maksud yang sama yaitu ke arah penentuan terjadinya delik
pencurian.

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku Il
Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak
enam puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat
diketahui dalam KUHP BAB IX buku | tentang arti beberapa istilah yang
dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Rumusan
Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu
merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan
yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak
setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga
mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada

pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah

®" R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, h. 17
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setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum.

KUHP tidak menerangkan mengenai pengertian tindak pidana
pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari
tindak pidana tersebut. R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan unsur khas
dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain
untuk dimilikinya.®® Moeljatno mengemukakan bahwa arti dari tindak
pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana
tersebut yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur
pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain.®®

Berdasarkan pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana
pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain,
sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksud pencurian adalah
perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara
melawan hukum.

Jenis-jenis kejahatan pencurian diatur mulai dari Pasal 362 sampai
dengan Pasal 367 KUHP, yaitu :

1. Pencurian biasa, Pasal 362 KUHP.

2. Pencurian berkualipikasi (pencurian dengan pemberatan), Pasal

363 KUHP..
3. Pencurian ringan, Pasal 364 KUHP.

4. Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHP.
5. Pencurian dalam lingkungan keluarga, Pasal 367 KUHP."

68 R.Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, h.31

% Moeljatno, Op.Cit, h. 16

Gerson W. Bawengan., Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek, Pradnya
Paramita, Jakarta, 2014, h.148.
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Pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa
yaitu mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan
melawan hak.

Pencurian biasa dalam KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut :

1. Perbautan mengambil

2. Yang diambil harus sesuatu barang

3. Bgrang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

4. IPaé)r;{gambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk

memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).”

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-
unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur
dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal ini syarat untuk dapat telah
terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang curi
sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang
tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia
baru melakukan percobaan pencurian.

Selanjutnya Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian
dengan pemberatan. Berdasarkan Pasal 363 KUHP orang yang
melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Hal ini tidak lain karena selain

memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP juga

disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi

"R, Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, h.21.
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tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu bisa menjadi lebih berat

yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari

terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada
rumahnya, serta:

1. Dilakukan oleh 2 (dua) orang/lebih secara bersama-sama.

2. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau
dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian
jabatan palsu.’?

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal

di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah
antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda
namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan
pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya
dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena
itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai
perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya
pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasaan bukanlah merupakan gabungan
dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana
kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini
merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah

suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi

& Moeljatno, Op.Cit, h. 42.
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pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan
Pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan dikategorikan dalam delik pencurian
dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian
yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada
orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Pencurian dengan kekerasan atau perampokan diatur dalam Pasal
365 KUHP, yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri
atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang
dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah

rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di
jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang
berjalan;

b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu;

c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan
merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau
pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh
tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati
dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor
1 dan 3.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan
kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan suatu

pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian
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dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang
diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalahsatu kejahatan, dan bukan
dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan ‘pencurian’ dan kejahatan
‘pemakaian kekerasan terhadap orang.

Unsur-unsur  kejahatan  pencurian dengan kekerasan atau
perampokan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan Pasal 362
KUHP dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Pasal 365 ayat (1) KUHPidana:
1) Pencurian yang;
2) Didahului atau disertai atau diikuti;
3) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
4) Terhadap orang;
5) Dilakukan dengan maksud untuk :

a) Mempersiapkan atau;

b) Memudahkan atau;

c) Dalam hal tertangkap tangan;

d) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau

peserta lainnya,;

e) Untuk tetap menguasai barang yang di curinya;
b. Pasal 365 ayat (2):
Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan
uUnsur :

1) Waktu malam,;
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2) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya;

3) Dijalan umum;

4) Dalam kereta api yang sedang berjalan;

5) Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih;

6) Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci
palsu, perintah palsu, jabatan palsu;

7) Unsur mengakibatkan luka berat pada korban;

8) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,;

Ketentuan pasal tersebut diatur pencurian yang didahului,
disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan
maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya dimana masuknya
ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan
diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

pakaian jabatan palsu.

B. Jenis Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-Unsurnya

Diketahui delik pencurian dan unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana,
maka dengan sendirinya telah diketahui unsur-unsur pokok dari berbagai
jenis kejahatan pencurian di dalam KUHPidana. Sebagaimana yang akan

diuraikan di bawah ini tentang kejahatan pencurian yang tercakup mulai
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dari Pasal 362 KUHPidana sampai dengan Pasal 367 KUHPidana sebagai
berikut:
1. Pencurian biasa.

Pencurian biasa adalah mengambil suatu barang yang sama sekali
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
memiliki barang itu dengan melawan hak.

Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil sesuatu
barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 900,-

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana di atas, maka unsur-
unsur tindak pidana pencurian (biasa) dapat dibedakan secara objektif
dan subjektif yaitu sebagai berikut :

a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:
5) Mengambil
6) Suatu barang
7) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur:
1) Dengan maksud
2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
3) Secara melawan hukum
Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak

pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua



58

unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal
362 KUHPidana.
2. Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal
disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang
dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan
cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih
berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari
pencurian biasa.

Pencurian  dengan  pemberatan atau  pencurian  yang
dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena
pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang
dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang
bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak
pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan
pencurian dalam bentuk pokoknya. Unsur-unsur tindak pidana pencurian
dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Pencurian dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 363
yang bunyinya sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1 : Pencurian dengan kekerasan.
Ke-2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banijir,
gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal

karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-
hara, pemberontakan atau bahaya perang
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Ke-4

Ke-5
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Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan
oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau
tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
secara bersama-sama.

Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang
diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam)
palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan
salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana
paling lama Sembilan tahun.”

b. Pencurian

365KUHPidana.

dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah

pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Jenis pencurian

ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau

popular dengan istilah “curas”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPidana ini

adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud
untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan
diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai
barang yang dicurinya.

2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:

Ke-1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam

Ke-2

sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada
rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau
trem yang sedang berjalan.

: Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih
secara bersama-sama.

®R. Soesilo, Op. Cit, h. 251
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Ke-3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan
membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu.

Ke-4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana
penjara paling lama lima belas tahun

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika
perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan
oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan
disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-

1 dan ke-3.

Perbuatan pidana yang telah memenuhi unsur pasal di atas maka
seseorang tersebut telah dapat dikatakan melakukan perbuatan pencurian
dengan pemberatan.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari
pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan
unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi
diperingan.

Pencurian ringan di dalam KUHPidana diatur dalam ketentuan
Pasal 364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima
puluh rupiah, yang berarti menurut Andi Hamzah pasal ini adalah pasal
tidur, dikatakan tidur karena menunggu adanya undang-undang yang
mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang.’®

Pasal 364 KUHP berbunyi sebagi berikut : “Perbuatan yang

diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 no.4, begitu juga apa yang

™ Andi Hamzah, Op.Cit, h.106



61

diterangkan dalam Pasal 363 no.5, asal saja tidak dilakukan dalam
sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,
maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh
rupiah, dihukum sebagai pencuri ringan dengan hukuman penjara selama-
lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-"

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah
Denda dalam KUHP dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh
rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca
menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.

Seorang yang melakukan pencurian yang harga barangnya tidak
lebih dari Rp. 250,- dapat dijatuhi ancaman pidana dengan tuduhan
melakukan pencurian ringan, kecuali dalam hal sebagai berikut :

a. Pencurian hewan (Pasal 363 sub 1)

b. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka-malapetaka lainnya
(Pasal 362 sub 2 KUHP).

c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup
yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan
setahunya atau kemauannya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3
KUHP).

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

4. Pencurian Dengan Kekerasan
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Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului,
disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap
orang seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur kekerasan dapat
berupa mengikat orang yang mempunyai rumah, menutup di dalam kamar
dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan
pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya,
bersama-sama, atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk
menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dilakukan, dan jika
tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya
yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri
itu tetap berada di tangannya.

5. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian yang dilakukan oleh sanak atau keluarga dari korban,
dalam hal ini anak, disebut pencurian dalam kalangan keluarga. Hal
tersebut diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi: Jika dia
adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta
kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik
dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka
terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada
pengaduan yang terkena kejahatan.

Mengenai Pasal 367 ayat (2) KUHP, R. Soesilo menjelaskan

bahwa: “... jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah
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sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka si
pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki
barang itu (delik aduan).”

Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada
pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.
Penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari
yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat
mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara
mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Pengaduan telah dilakukan, namun kemudian korban hendak
mencabut pengaduannya (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga
sebagaimana tersebut dalam Pasal 367 KUHP), maka pengaduan dapat
ditarik kembali/dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan
diajukan (Pasal 75 KUHP).

Berdasarkan hal di atas, maka orang tua dari si pelaku berhak
mengadukan si anak ke polisi atas tuduhan melakukan pencurian. Meski
demikian, si orang tua dapat mencabut kembali pengaduannya tersebut

dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan itu diajukan.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian
Dengan Kekerrasan

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi
oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang

dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan
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pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.
Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah
memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan
memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap
alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini
terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Faktor-faktor timbulnya kejahatan, khususnya kejahatan pencurian

disebabkan:
1. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam
kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana
pencurianlah yang sering muncul melatarbelakangi seseorang melakukan
tindak pidana pencurian. Para pelaku sering tidak mempunyai pekerjaan
yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi
yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli
sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang
sakit, maka sesorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak
pidana pencurian.

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebakan
seseorang sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi
kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut
diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang

tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun



65

anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras memerlukan obat, sedangkan
uang sulit di dapat sehingga seorang pelaku dapat termotivasi untuk
melakukan pencurian.

Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan
penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki
kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari.
Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan
sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin
banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan
karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan
padanya.”

Terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan ini dikarenakan
oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah sedangkan
kebutuhannya yang mendesak untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan
seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian yang
merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya.
Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari
alternative pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi
sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

2. Kurangnya pendidikan

Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap

perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Pendidikan dapat diperoleh tidak hanya secara formal tetapi

’® Kartini Kartono, Op.Cit, h.74
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juga secara non formal. Wawasan mengenai moral maupun akhlak dapat
diperoleh untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat serta
menanamkan jiwa nasionalisme.

Pendidikan mempunyai peranan penting terhadap pola perilaku
masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang
menyimpang dari aturan yang berlaku. Perbuatan ini lebih dikenal dengan
istilah tindak pidana. Tindak pidana terjadi karena salah satu faktor, yaitu
kurangnya pendidikan. Tindak pidana terdiri dari berbagai macam dan
salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian
marak terjadi karena jenis tindak pidana ini sudah ada sejak zaman dulu.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, perilaku masyarakat
semakin kompleks sehingga muncullah beraneka ragam tindak pidana
pencurian yang salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan
kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga bisa terjadi
karena kurangnya pendidikan. Tindak pidana pencurian dengan
kekerasan yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan dapat diatasi atau
diminimalisir dengan cara menanamkan moral maupun akhlak yang baik
kepada siswa-siswa di sekolah serta melakukan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai hukum.

3. Rendahnya penghayatan agama.

Agama merupakan norma yang meliputi nilai tertinggi dalam
kehidupan umat manuisia dan dianggap sebagai kebutuhan spiritual yang
hakiki. Dalam norma agama ini terdapat perintah-perintah dan larangan-

larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. Walau pelaksanaan agama
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tersebut berbeda, namun pada dasarnya memiliki sesuatu persamaan
yaitu larangan untuk melakukan setiap kejahatan.

Ajaran agama yang dianut seseorang harus diyakini kebenarannya
agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan secara pribadi
yang pada akhirnya menumbuhkan keimanan yang berfungsi sebagai
pengendali perilaku seseorang agar dapat terhindar dari perbuatan yang
dilarang agama.

Penghayatan terhadap ajaran agama harus diberikan sejak dini
hingga pada akhirnya dapat membentuk pola dan perilaku seorang anak.
Agama sesuai dengan fungsi dan tujuannya merupakan hal yang
kompleks dalam kehidupan seseorang, karena menyangkut segi
jasmaniah dan rohaniah. Maka dari itu agama dan perwujudannya
mencakup dua segi yaitu memperbaiki, meluruskan dan
mengharmoniskan sifat tabiat dan watak manusia kearah tujuan yang
benar, sedang sisi lain agama menyinggung segi jasmaniah.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh
seseorang juga tidak terlepas dari faktor lemahnya keimanan si pelaku,
sebab jika iman seseorang itu kuat, sebesar apapun godaan dan
dorongan untuk melakukan kejahatan akan dapat diatasi. Walau mungkin
hukum dunia tidak mampu menjangkau pencurian malam hari yang

dilakukan oleh seseorang, namun berkat keyakinannya terhadap ajaran
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agama dan mengingat hukum Tuhan, seseorang tidak akan berani
melakukannya.
4. Rendahnya Mental Dan Daya Emosional.

Keadaan mental seseorang adalah sesuatu keadaan batin berupa
cara berfikir dan berperasaan. Jika keadaan mental seseorang itu rendah,
maka akan dapat mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang. Dikaji
lebih mendalam lagi maka dapat dikatakan bahwa keadaan mental
seseorang itu dibangun oleh daya intelegensia ditambah dengan aturan-
aturan moral agar seseorang dapat mengenal serta menilai suatu
perbuatan. Pengertian intelegensi adalah merupakan suatu kumpulan
kemampuan seseorang Yyang memungkinkan memperoleh ilmu
pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungan dengan
lingkungan dan masalah-masalah yang timbul.

Keadaan tersebut juga turut dipengaruhi oleh daya emosional
sebagai cerminan jiwa seseorang dalam menghadapi suatu masalah.
Daya emosi yang terdapat dalam jiwa seseorang biasanya timbul dengan
spontan serta mudah berubah (labil) serba ingin mengetahui dan
mencoba sesuatu yang baru. Biasanya seoarang dewasa dalam bertindak
dan berfikir secara matang dalam menghadapi suatu masalah.

Kaitanya dengan kejahatan  pencurian yang dilakukan oleh
seseorang adalah bahwa orang tersebut tidak mampu menempatkan daya
intelegensinya unutk menilai secara benar tentang baik buruknya perilaku

yang dia lakukan. Rendahnya mental serta perasaan emosional ini
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mengakibatkan orang tersebut tidak mampu untuk mengendalikan diri
sehingga banyak yang terjerumus dalam kejahatan kejahatan pencurian.
5. Gaya hidup masyarakat

Gaya hidup masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab
terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Gaya hidup yang
tinggi apabila tidak diimbangi dengan keadaan yang ada akan membuat
masyarakat nekat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan
peraturan yang berlaku. Gaya hidup boleh saja asal sesuai dengan
keadaan perekonomian dan tidak melakukan perbuatan yang
menyimpang. Usaha untuk mengatasi permasalahan ini lebih mengarah
ke individu masing-masing bahwa untuk gaya hidup yang tinggi juga harus
seimbang dengan keadaan ekonomi yang ada.
6. Keinginan untuk menguasai barang yang dicuri

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
pencurian dengan kekerasan adalah keinginan untuk menguasai barang
yang dicuri. Pelaku yang ketahuan ketika mencuri, nekat berani
melakukan perlawanan dengan kekrasan untuk mempertahankan barang
yang ia curi agar tetap berada di tangannya. Usaha untuk mengatasi hal
ini lebih ke korban agar korban bias mengantisipasi adanya kejadian yang
tidak diinginkan. Karena, kejahatan tidak hanya disebabkan oleh pelaku
tetapi juga bisa terjadi karena ada kesempatan yang timbul dari kelalaian

korban.
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7. Faktor Keluarga

Pertumbuhan dan perkembangan seorang manusia pertama sekali
terjadi dalam keluarga kemudian berkembang terus hingga dalam suatu
masyarakat pada masa perkembangan, seorang anak akan sangat
membutuhkan bimbingan dan pengarahan agar dapat menjalani masa-
masa kritis kehidupan dengan baik.

Suatu keluarga yang berantakan dan bersikap acuh sesama
anggota keluarganya akan menumbuhkan perasaan tidak tentram dan
kekacauan dalam diri seseorang yang pada akhirnya akan timbul suatu
sikap memberontak. Jika hal ini terjadi, maka orang tersebut lari dari
kehidupan keluarganya untuk mencari kebebasan sehingga terseret
dalam perbuatan jahat, seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Faktor lingkungan kehidupan keluarga dapat mempengaruhi
terjadinya tindak pidana pencurian malam hari, jika keadaan kehidupan
ekonomi keluarga tersebut sangat rendah atau kurang mencukupi dan
juga apabila dalam kehidupan keluarga tersebut sering terjadi
pertentangan atau percekcokan.

Pembentukan pribadi seseeorang, yang memegang peranan
penting ialah keluarga atau orang tua. Lingkungan keluarga merupakan
tempat pendidikan yang pertama dan utama.

8. Faktor Lingkungan/Pergaulan
Lingkungan pergaulan sehari-hari seseorang sangat besar sekali

pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa seseorang. Faktor kehidupan



71

pergaulan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak
pidana kejahatan pencurian, seperti misalnya bergaul dengan para
penjudi, para pecandu narkotika atau minuman keras dan ataupun bergaul
dengan para penjahat (residivis).
9. Akibat Pengangguran

Pengangguran adalah merupakan salah satu faktor penyebab
timbulnya kejahatan. Bila dilihat jumlah angka pengangguran setiap
tahunnya terus bertambah, hal ini tidak terlepas karena keadaan ekonomi
keluarga yang minim dalam memenuhi kebutuhan.
10. Pengaruh media massa khususnya TV dan film asing

Media massa sebagai suatu alat atau sarana untuk suatu
komunikasi secara massal dapat mempengaruhi tingkah laku dalam
masyarakat. Seharusnya tujuan dari pemberitaan media massa baik surat
kabar maupun majalah mengenai kejahatan dan bentuknya adalah berupa
memberitahukan kepada masyarakat adanya kejahatan dan dengan
pemberian itu diharapkan agar masyarakat dapat menghindarkan diri atau
berusaha untuk tidak menjadi korban kejahatan. Tetapi tujuan ini sering
disalahgunakan. Banyak penjatah malah meniru tehnik-tehnik melakukan
kejahatan yang dimuat dalam mass media yang diberitakan secara
berlebih-lebihan.

Pemberitaan dalam surat kabar atau majalah perbuatan jahat serta
modus operandinya dapat mempengaruhi timbulnya keinginan untuk

melakukan kejahatan serupa karena mereka telah mengetahuinya. Dari
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media massa juga dapat mengetahui bagaimana reaksi dari masyarakat
terhadap kejahatan khususnya kejahatan kejahatan pencurian.

Adanya kecenderungan masyarakat terutama kalangan orang-
orang muda lebih menyenangi film-film asing yang bertemakan kekerasan,
misalnya melakukan pencurian malam hari dengan menggunakan cara
dan alat-alat yang canggih, memang hal ini memberikan kesan dan rasa
kagum bagi penontonnya. Tetapi dibalik semua ini dapat menjadi
dorongan dan ide baru untuk menerapkan cara-cara terbaik dalam
melakukan kejahatan karena mereka telah mengetahui cara
pelaksanaannya.

Jelaslah bahwa alat media sebagaimana juga lingkungan keluarga
dan pergaulan dapat berubah menjadi faktor kriminal apabila informasi
dan pengujiannya penuh diliputi oleh rangsangan yang bersifat kriminal.
11.Pengaruh alkohol.

Alkohol atau minuman yang memabukkan juga dapat
menyebabkan untuk membuat kejahatan. Pada saat seseorang dalam
keadaan mabuk, kendali dalam dirinya tidak ada lagi. Perasaan takutnya
telah hilang dan tidak memikirkan resiko dari apa yang dia lakukan.
Demikian juga halnya terhadap kajahatan kejahatan pencurian, seorang
yang telah mabuk tidak dapat membedakan lagi mana yang baik dan
mana yang buruk, sehingga akan melakukan apa saja.
12.Faktor Kesempatan

Selain faktor tersebut di atas, faktor situasi dan kondisi pada waktu

melakukan kejahatan pencurian merupakan salah satu faktor yang
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mendorong dilakukannya tindak pidana kejahatan pencurian. Situasi dan

kondisi

di sini adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang

memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana  kejahatan

pencurian. Faktor-faktor atau keadaan dimaksud seperti:

a. Faktor objektif, yaitu :

1) Ada barang/benda hasil kejahatan pencurian

2) Barang/benda itu memungkinkan untuk disimpan

Faktor subjektif, yaitu pelaku telah mempersiapkan dan
mempelajari daerah-daerah sasaran yang dituju seperti
mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan, waktu
pelaksanaan, serta keadaan-keadaan yang menghalangi
kejahatan pencurian.”®

Barda Nawawi Arief menyebutkan penyebab terjadinya kejahatan

adalah :

1.

Kemiskinan, pengangguran, buta huruf (kebodohan), ketiadaan
atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan
serta latihan yang tidak cocok/serasi.

Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek
(harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena
memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.

Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang
yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain.
Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang
bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi
menyebabkan  kerugian/kelemahan di  bidang  sosial,
kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.

Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang
mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak
cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas
lingkungan/bertetangga.

Kesuitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern
untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan
masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat
pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.

Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang
pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut
di atas.

’® R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, h.82.
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9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya
perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
10.Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai
ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan
kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran

(intoleransi).”’

" Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya
Bhakti, Bandung, 2005, h.44-45.



